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RENCANA STRATEGIS KECAMATAN SUCINARAJA TAHUH 2019-2024 -

Menimbang

Mengingat

DEHGA.!I RAHMAT TUHAN YAHG MAFA ESA

. AL

BUPATI GARUT,

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 123 ayat (1) Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

" Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah

: 1.

tentang Rencana Pembangunan Jangka Fanjang Daerah dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata
Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah, Bappeda menyampaikan rancangan akhir
Renstra Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada
Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk d1tetapkan
dengan Peraturan Kepala Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimeksud
dalam buruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang
Rencana Strategis Kecamatan Sucinaraja Tahun 2019-2024;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1930 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Barat (Berita Negara Tahun 1950} sebagaimana telah diubah
dengan - Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang
Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang
dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1930 .
tentang Pembentukan Daerah-dserah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara .

Republik Indonesia Nomor 2851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Re:publlk Indoneala o
Nomor 4286),;

: Undang-Undang - Nomor 1 Tahun 2004 tentang

. . Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Repubh.k

Indonesm Nomor 4355],



Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 17 -Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,
Tambahan . Lembaran  Negara  Republik  Indonesia

" Momor 4700);

Undang-Undang 'N.omor 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Nega.ra -

Republik Indonesia Nomaor 4723);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan .
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 -

Nomor 68, Tambshan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4725);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tenta.ng_ Desa
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republk Indonesia Nomor 5495);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor S387) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahum 2015 tentang

~ Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomeor 23 Tahun 2014
" tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik .

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara

" Republik Indonesia Nomor 56'?9],

10.

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional {Lembaran Negara
Republik Indonesta Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4333),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

. Komer 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan

Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata

- Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
" Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik

11.

12.

Indonesia Nomor 6042);

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5103);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017

".Nomor 73, Tambahan Lemharan Negara Republik Indanesia

13.

Nomeor 6041},

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 téntang
Pelaksanaan Tugas dan wewenang Gubernur sebagai Wakil |
Pemerintah Pusat (Lemnbaran Negara Republik Indonesia -

" Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara -

Republik Indonesia Nomor 6224),



14.

15.

16.

17.

18.

19.

Peraturan . Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang .
Pengelolaan Keuangan Daerah {Lembarai Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6322); '

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 201‘?
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8

Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian ..~

dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangke
Menengah Daerah, Serta Tata Csara Perubahan Rencana
Pembangunan  Jangke  Panjang  Daerah,- Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah {Berita Negara Republik h‘xdnneala
Tahun 2017 Nomor 1312); i

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat
Tehun 2009-2029 {Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat
Tehun 2010 Nomor 22 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Barat Nomor 88);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 2 Seri E, Tambahan |
Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45},
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
FPeraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi
Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana .

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat - -

Tahun 20052025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat

Tahun 2019 Nomor 7 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah -
Provinsi Jawa Barat Nomor 236);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

" Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8 Seri E, Tambahan

Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 237);
Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2010

- {entang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

20.

(RPJPD) Kabupaten Garut Tahun 2005-2025 (Lembaran
Daerah Kabupaten Garut Tahun 2010 Nomor 4J;

Peraturan Daerah’Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut
Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut
Tahun 2011 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah

.- Kabupaten Garut Nomor 5|;
21.
_tentang Sistem Perencanaan Pembangonan Daerab (Lembaran

Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomcr 15 Tahun 2012

Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan _'

~ Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 3);




22, Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor & Tahun 2016
tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut
{Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6}; -

23. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat .
Deerah Kabupaten Garut {(Lembaran - Daerah
Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9};

24, Peraturant Daersh Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kebupaten Garut Tahun 2019-2024 [Lembaran Daerah
Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 1},

25, Peraturan Bupati CGarut Nomor 27 Tahun 2016 tentang
Kedudukan dan Susunan Organisasl Perangkat Daerah
" Kabupaten Garut {Berita  Daerah Kabupaten. . Garut
Tehun 2016 Nomor 27) sebagaimanae telah diubah dengan
‘Peraturan Bupati Garut Nomor 49 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27
Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi
Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah
Kabupaten Garut Tahun 2018 Nomor 49); :

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS

KECAMATAN SUCINARAJA TAHUN 2019-2024.

BAB1I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksﬁd dengan:

1.
2.

N s L

Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Garut.

Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagal unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemenntahan yang
menjadi kewenangan daerah otonom. .

Bupati adalah Bupati Garut.

Sekretaris Daerah edalah Sekretaris Daerah Kabupaten Garut.
Kecamatan ada.la.h Kecamatan Sucmaraja Kabupaten Garut.
Camat adalah P1rnpinan Kecarnatan Sucmaraja Kabupaten Garut

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Yyang selanjutnya disingkat
BAPPEDA adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan
mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan
rencana pembangunan Daerah.

Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur lﬁembantu Bupati dan DPRD dalam

penyelenggaraan Urusan Pemermtahan yang menjadi kewmangan Daerah
Kabupaten.



1G.

11.

12.

13.

14,

15.

16,

17.

18.
19,
20,

21,

22,

23.

24,

5

Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematik untuk pemanfaatan -
sumber daya yang dimiliki Daerah Kabupaten untuk peningkatan dan
pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha,
meningkatkan skses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerahb .
Kabupaten sesuai dengan urusan pemerintahan sesuai kewenangannya. -

Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan
kebijakan masa depan melalii urutan pilihan yang melibatkan berbagai unsur

pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya_ .
yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.-

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah . yang selanjutnya disingkat

RPJPD adalah dokumen perencanaan pemhangunan Dacreh Kabupaten untuk .

periode 20 {dua puluh) tahun.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjuinya d:si.ngkat
RPIJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah Kabupaten untuk

periode 5 (lima) tahun terhitung B&]&k dilantik sampa,l dengan berakhirnya masa ° "

jabatan Bupati.

Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana'
Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokurnen
perencanaan Daerah Kabupaten untuk periode 1 (satu] tahun.

Perencanaan adalah proses untuk menentukan tindakan masa depa.n yang_'
tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang ada. -

Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah adalah proses penyusuna.n

rencana pembangunan Daerah yang dilaksanakan wuntuk menghaaﬂkan.
dokumen perencanaan selama periode 1 (satu) tahun.

Rencana Strategis - Perangkat Daerah yang selarjutnya disebut Renstra -

Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan PEl‘EIngat Daerah untuk .
periode 3 [lima) tahun.

Rencana Kerja Perangkat Daerah, yang selanjumya disebut Renja Pera.ngkat -
Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 [satu] .
tahun

Visi adalah rumusan umum mengenai keal:laan _vang diinginkan pad.a &kh'i!' o
pericde perencanaar.

Misi adalah rumusan wmum mEngcna:l upaya—upaya yang akan dllaksanakan
untuk mewujudkan visi.

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dlhasﬂkan dalam Jangka ]
waktu 5 {lima) tghun.

Sasaran adalah rumusan kDﬂdlSl yang menggamharkan tercapainya tu_]ua.rl f
berupa hasil pembangunan Daerah KabupatenfPerangkat Daerah Kabupaten
yang diperolch dari pencapaian hasil (ouicome) program Perangkat Daerah. .~
Strategi adalah langkah - berisikan program-program sebagai prioritas
pembanguinan Daerah Kabupatenf Fera.ngkat Daerah Kabupatcn untuk '
mencapai sasaran. - - '

Program adalah penjabaran kebgakan dalam bentuk upaya yvang benm 1 (satu]

atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumberdaya yang disediakan, untuk
mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi. -

Kegiatan adalah bagian dar program yang dilaksanakan oleh 1 {satu) atau leblh
Unit Kerja pada Perangkat Daerah sebagal bagian dati pencapaian sasaran -
terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan
sumberdaya, baik berupa personal, barang moial termasuk peralatan dan
teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumberdaya,

sebagai masukan finput) untuk menghasﬂkan keluaran foutput) dalam hcntuk
barang atau jasa '



25. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disebut RTRW adalah rencana
tata ruang yang bersifat umum dari wilayah Daerah Kabupaten, yang mengacu -
pada Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, rencana tata ruang:
pulau/kepulauan dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional.

2G. Angparan Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD
adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan
disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan dltetapkan dengan
peraturan daerah. )

Sistematika meliputi: |

BAB I

BAB [I

BAB Il

BAB IV

BAB V

BAB VI

BAB VII

| BAB Il
\ SISTEMATIKA
Pasal 2

PENDAHULUAN

Memuat gambaran latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan,
sistematika  penulisan Rencana  Strategis  Perangkat Deerah -
Tahun 2019-2024, : o

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Memuat tugas, fungsi, dan struktur orgamsam perangkat daerah aumber
daya perangkat daerah, kinerja pelayanan perangkat daerah, serta
tantangan dan peluang pengembangan pclajranan perangkat daerah, :

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH .

.Memuat identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungm

pelayanan perangkat daerah, telaahan terhadap visi misi dan program
kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, telaahan terhadap Renstra
Kementerian/lembaga, telaghan Renstra Perangkat Daerah Provinsi,
telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah [RTRW} telaahan Kajian Lingkungan

Hidup Strategis {KLHS] serta Pencntuan isu-isu Strategis.

TUJUAN DAN SASAREN

Memuat tu_;uan dan sasaran _]B.Ilgkﬂ. menengah Perangkat Daerah Jrang
mengacy kepada tujuan dan sasaran jangka menengah daerah yang
tertuang dalam RPIMD. )

STRATEGI DAN ARAH KEBLJAKAH

Berisi rumusan pernyataan strateg; dan arah kebijakan Perangkat Daerah
dalam lima tahun mendatang yang mengacu kepada strategi dan arah
kebijakan jangka menengah daerah yang tertuang dalam RPJMD.

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Memualt rencana program dan kcgiataﬁ, indikator kinetja, kelompok
sasaran, dan pendanaan indikatif Perangkat Daerah tahun 2019-2024,

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Berisi indikator kinerja Perangkat Daeralhh yang secara Iangsu'ng
menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima

tahun mendatang sebagal komitmen untuk mendukung pencapa_lan tujusm
dan sasaran RPJMD.



BAB VIII PENUTUP

Berisi tentang catatan pentmg yang perlu mendapat perhatian, bajk dalam '
rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak

sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaan Renstra Perangkat Daﬂrah__.- o

~dan rencana tindak lanjut.

m III
ISI DAN URAI.H.H REHSTRA

Pasal 3

Isi dan uraian Renstra sebagalmana :ilmaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam .
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, -

BAB W
KETEHTUAH PEHUTU'P

o Pua.l 4
Peraturan Bupati ini mulal berlaku pada tanggal dlundangka_n

Agar setiap orang mengetaliuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupatl
ini dengan penempataﬂrya dalam BEI"ltﬂ. Daerah Kabupaten Garut.

3 Ditetapka.n di Gamt
' pada tanggal 16 - 8 - 2019

.Y BUPATI GARUT,
ttd

'RUDY GUNAWAN .

Diundangkan di Garut -
pada tanggal 16 - 8 + 2019 .

SEKRETARIS DA.ERAH KABUPATEH GARUT .
ttd

DENI SUHERLAN :
BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT .
TAHUN 2019 NOMOR 99 . - i
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